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 This study aims to analyze how international law, particularly the 
1944 Chicago Convention, influences Indonesia’s national 
regulations in addressing violations committed by unscheduled 
foreign civil aircraft entering Indonesian airspace without 
authorization. Using a normative juridical and descriptive-
analytical approach, the research examines the alignment 
between international provisions and Government Regulation No. 
4 of 2018, as well as the dispute resolution mechanisms employed 
by the Indonesian government. The findings reveal a legal gap in 
the enforcement of such violations, despite Indonesia’s adoption 
of international norms. Law enforcement is carried out through 
administrative and criminal sanctions, although disputes are often 
resolved through diplomatic channels. Therefore, the study 
recommends strengthening regulations and adopting firmer law 
enforcement measures to safeguard the sovereignty of 
Indonesia’s airspace. 
 

 Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum 
internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944, memengaruhi 
pengaturan nasional Indonesia dalam menangani pelanggaran 
oleh pesawat sipil asing tidak terjadwal yang memasuki wilayah 
udara Indonesia tanpa izin. Dengan pendekatan yuridis normatif 
dan deskriptif analitis, penelitian ini menelaah kesesuaian antara 
ketentuan internasional dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 
2018, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan 
oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
kekosongan hukum dalam penegakan terhadap pelanggaran 
tersebut, meskipun Indonesia telah mengadopsi norma 
internasional. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi 
administratif dan pidana, namun penyelesaian sering kali 
ditempuh melalui jalur diplomatik. Oleh karena itu, penelitian ini 
memberikan saran bahwa perlu adanya penguatan regulasi dan 



views of the Constitutional 
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penegakan hukum yang lebih tegas demi menjaga kedaulatan 
wilayah udara Indonesia.  
 

 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

 
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan 1.922.570 

km² dan perairan 3.257.483 km², memiliki wilayah udara yang sangat luas dan strategis. 

Pengelolaan wilayah udara menjadi aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan 

kelancaran lalu lintas penerbangan, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan 

kedaulatan negara serta kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi 

Chicago 1944. Hukum nasional, seperti Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan 

Pemerintah No. 4 Tahun 2018, menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya 

dan memberikan kewenangan kepada TNI, khususnya Angkatan Udara, untuk menjamin 

keamanan dan penegakan hukum di ruang udara nasional. 

Pengelolaan wilayah udara merupakan salah satu aspek strategis dalam menjaga 

kedaulatan negara sekaligus memenuhi kewajiban Indonesia dalam sistem penerbangan 

sipil internasional. Sebagai ruang yang dilintasi oleh penerbangan terjadwal maupun tidak 

terjadwal, wilayah udara Indonesia menuntut pengaturan yang sistematis dan selaras 

dengan prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944.1 Secara hukum 

nasional, pengakuan atas kedaulatan penuh atas wilayah udara ditegaskan dalam Pasal 4 

Undang-Undang Penerbangan serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 

2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Oleh karena itu, 

pengelolaan wilayah udara tidak hanya mencakup aspek teknis dan operasional, tetapi 

juga berdimensi yuridis yang memengaruhi posisi Indonesia dalam komunitas 

internasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak kedaulatan dan 

tanggung jawab global. 

Pentingnya kedaulatan negara ditekankan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menetapkan bahwa pertahanan negara 

mencakup segala upaya untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari 

                                                           
1 International Civil Aviation Organization. Convention on International Civil Aviation, (diakses pada 16 Desember 2024 pukul 
10.23 WIB) https://www.icao.int/publications/pages/ 



segala ancaman. Dalam konteks ini, TNI Angkatan Udara diberi kewenangan untuk 

mengamankan wilayah udara nasional, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap 

pelanggaran oleh pesawat, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Meskipun Konvensi 

Chicago 1944 tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "penerbangan tidak terjadwal", 

Pasal 5 konvensi tersebut memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan penerbangan 

non-scheduled. Penerbangan tidak terjadwal merujuk pada penerbangan di luar layanan 

reguler, umumnya bersifat fleksibel dan dilakukan atas dasar permintaan khusus, seperti 

penerbangan charter, bantuan kemanusiaan, atau keperluan ad hoc lainnya. 

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, lalu lintas udara Indonesia 

mengalami peningkatan signifikan dari 454.000 keberangkatan pada tahun 2007 menjadi 

1.011.111 keberangkatan pada tahun 2018. Meskipun pertumbuhan ini memberikan 

kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, di sisi lain hal tersebut juga 

menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara. Komando 

Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) mencatat sejumlah pelanggaran wilayah udara oleh 

pesawat asing tidak terjadwal yang melintasi wilayah kedaulatan udara Indonesia tanpa 

izin, seperti: 

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai Ethiopian Airlines yang terbang pada 

bulan januari 2019 dengan rute Addis Ababa menuju Hongkong. Selanjutnya 

pesawat tersebut memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tanpa dilengkapi Flight 

Clearance. Hingga akhirnya Panglima TNI Marsekal Hadi Thahjanto memerintahkan 

Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (PANGKOHANUDNAS) untuk  Mem- 

Force Down pesawat tersebut;2 

2. Pelanggaran kawasan udara terbatas (prohibited area), yaitu pada kasus 

penerbangan asing tidak terjadwal  tanpa izin, pesawat Sikorsky UH-60A Blackhawk 

di atas Istana Presiden pada tahun 2020;3 

3. Adapun kasus lain yaitu pada tanggal 13 Mei 2022, di wilayah tanggung jawab 

Lanud Hang Nadim, Batam, telah terjadi pelanggaran wilayah udara nasional yang 

dilakukan oleh pesawat asing tidak terjadwal dengan nomor registrasi G-DVOR tipe 

DA62 yang sedang terbang dari Kuching ke Senai Malaysia. diperintahkan mendarat 

                                                           
2 Detik News. Jejak Pesawat Ethiopia yang Dipaksa Turun Panglima TNI, ( diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 
10.02 WIB) https://news.detik.com/berita/d-4385067/jejak-pesawat-ethiopia-yang-dipaksa-turun-panglima-tni 
3 KOOPSUDNAS. Berita TNI AU  (Diakses pada 16 Desember 2024 pukul 10.15 WIB), https://tni-au.mil.id/berita/tni.  

https://news.detik.com/berita/d-4385067/jejak-pesawat-ethiopia-yang-dipaksa-turun-panglima-tni
https://tni-au.mil.id/berita/tni


di Lanud Hang Nadim Batam karena terbang memasuki wilayah udara Indonesia 

tanpa izin dan tidak punya kelengkapan dokumen penerbangan.4 

Permasalahan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara asing tidak terjadwal, 

termasuk pesawat sipil asing tanpa izin, menimbulkan ancaman serius terhadap aparat 

keamanan dan keselamatan masyarakat sipil, serta berpotensi mengganggu kedaulatan 

negara. Namun, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih 

menghadapi kendala akibat belum tersedianya regulasi hukum yang komprehensif, baik 

secara pidana materiel maupun formil. Kekosongan hukum ini menghambat efektivitas 

penegakan hukum dan menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang jelas, 

terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan teknologi serta dinamika geopolitik 

global. Penelitian ini dilakukan sebagai respons atas ketidaksesuaian antara kondisi 

regulasi saat ini dengan perkembangan zaman, yang menimbulkan ketidakadilan dan 

ketidakpastian hukum, khususnya terkait kebijakan ruang udara (open sky policy). Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang menyeluruh 

guna menjamin kedaulatan, keamanan, serta perlindungan hak seluruh pengguna ruang 

udara dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. 

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul “ANALISIS 

YURIDIS PELANGGARAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT SIPIL ASING TIDAK 

TERJADWAL DI WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN 

PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN WILAYAH 

UDARA REPUBLIK INDONESIA” 

  

                                                           
4 TNI AU. Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Izin, TNI AU Perintahkan Pesawat Asing Mendarat, (diakses pada tanggal 16 
Desember 2024 pukul 10.32 WIB) https://tni-au.mil.id/berita/detail/masuk-wilayah-indonesia-tanpa-izin-tni-au-perintahkan  

https://tni-au.mil.id/berita/detail/masuk-wilayah-indonesia-tanpa-izin-tni-au-perintahkan


2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang 

akan penulis kaji adalah : 

1. Bagaimana Implikasi Hukum Internasional terhadap aturan nasional Indonesia 

mengenai pelanggaran izin  pengoperasian pesawat sipil asing tidak terjadwal yang 

memasuki wilayah udara Indonesia? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran wilayah 

udara oleh pesawat sipil asing yang memasuki wilayah Kedaulatan Indonesia tanpa 

izin berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?  

3. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk menyusun laporan ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode penelitian yang tepat dan komprehensif untuk mengkaji 

permasalahan ini. Seperti menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan 

yang bertumpu pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap data sekunder, 

guna memperoleh teori, konsep, asas, dan ketentuan hukum yang relevan dengan isu 

pelanggaran izin pengoperasian pesawat sipil asing tidak terjadwal di wilayah udara 

Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Spesifikasi penelitian 

ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan 

teori dan praktik hukum positif, terutama dalam konteks kekosongan hukum yang 

menyangkut pengamanan wilayah udara nasional.  

Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan pengumpulan data 

dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, serta media cetak dan daring yang relevan 

dengan isu pesawat sipil asing tak terjadwal yang memasuki wilayah udara Indonesia 

tanpa izin. Sumber data yang digunakan mencakup data primer berupa instrumen 

hukum internasional, seperti Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago 

Convention 1944), serta data sekunder dari peraturan hukum nasional, khususnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2009 Tentang Penerbangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

dokumen terhadap berbagai referensi hukum yang relevan, sedangkan metode 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan 



mendeskripsikan data secara teratur, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh 

kemudian dikelompokkan, diseleksi berdasarkan kualitas dan keasliannya, serta 

dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan sebagai 

jawaban atas rumusan masalah penelitian. 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implikasi Hukum Internasional Terhadap Aturan Nasional Indonesia Mengenai 

Pelanggaran Izin  Pengoperasian Pesawat Sipil Asing Tidak Terjadwal Yang 

Memasuki Wilayah Udara Indonesia 

Ruang udara memiliki peranan strategis dalam berbagai aspek kehidupan nasional 

dan internasional, termasuk bidang hukum, keamanan, dan ekonomi. Tidak hanya 

sebagai jalur transportasi udara, ruang udara juga merupakan elemen utama dalam 

menjaga kedaulatan negara dan mendukung stabilitas serta mobilitas global. Dalam 

konteks hukum internasional, pengelolaan ruang udara tunduk pada prinsip-prinsip 

kedaulatan negara, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum 

internasional, termasuk Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Konvensi 

Chicago 1944 merupakan tonggak utama dalam pembentukan kerangka hukum 

penerbangan sipil internasional. Konvensi ini menegaskan prinsip bahwa setiap 

negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya (Pasal 1), serta 

memberikan hak lintas damai bagi pesawat asing (transit innocent passage) yang 

diatur lebih lanjut oleh peraturan nasional. Sebagai bagian dari implementasi konvensi 

ini, dibentuklah International Civil Aviation Organization (ICAO) yang bertugas 

mengembangkan Standards and Recommended Practices (SARPs)5 guna menjamin 

keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan internasional. 

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, memiliki kepentingan besar dalam 

pengaturan ruang udara nasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Chicago dan 

menjadi anggota ICAO, serta mengadopsi prinsip-prinsip konvensi tersebut ke dalam 

peraturan perundang-undangan nasional, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pengamanan Wilayah Udara. Dalam kerangka tersebut, Indonesia 

menetapkan pembagian wilayah udara menjadi prohibited area dan restricted area 

                                                           
5 ICAO. SARPs - Standards and Recommended Practices (diakses pada 13 Mei 2025 Pukul 11.32 WIB) 
https://www.icao.int/safety/safetymanagement/pages/sarps.aspx 



untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk sistem Air 

Defence Identification Zone (ADIZ) sebagai mekanisme awal identifikasi pesawat asing 

yang memasuki wilayah udara nasional. Konsekuensi dari penerapan konvensi ini juga 

mencakup aspek pengawasan terhadap penerbangan sipil tidak terjadwal (non-

scheduled flights) yang berpotensi digunakan untuk aktivitas ilegal seperti 

penyelundupan dan pengintaian (aerial reconnaissance). Di tengah keterbatasan ICAO 

dalam aspek penegakan hukum—karena tidak memiliki kewenangan sanksi—

Indonesia mengambil langkah mandiri dengan merumuskan ketentuan pidana dan 

administratif yang lebih tegas untuk melindungi kedaulatan wilayah udaranya. 

Tetapi tidak hanya peraturan tersebut saja yang dibutuhkan, melainkan 

dibutuhkannya aturan yang lebiih spefisik komprehensif mengenai prosedur security 

clearance dan diplomatic clearance, mengingat pentingnya kepastian hukum dan 

koordinasi lintas sektor dalam pengaturan akses serta kehadiran pihak asing, 

khususnya dalam konteks hubungan diplomatik dan kerja sama internasional. 

Penyusunan aturan yang lebih rinci ini diharapkan dapat mengisi kekosongan normatif 

yang ada, memperjelas kewenangan antar lembaga, serta memperkuat perlindungan 

terhadap kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kerja sama global. 

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Oleh 

Pesawat Sipil Asing Yang Memasuki Wilayah Kedaulatan Indonesia Tanpa Izin 

Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia 

Penegakan hukum merupakan instrumen krusial dalam menjamin kedaulatan 

negara, termasuk dalam sektor penerbangan. Indonesia, sebagai negara berdaulat, 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga otoritasnya atas wilayah udara nasional. 

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2018 sebagai 

tindak lanjut dari Pasal 9 Undang-Undang Penerbangan, setelah melalui proses 

panjang selama sembilan tahun. Regulasi ini mengatur secara komprehensif tanggung 

jawab berbagai pemangku kepentingan dalam sektor penerbangan guna menghadapi 

potensi ancaman terhadap kedaulatan wilayah udara nasional. 

Pasca peristiwa 11 September 2001, banyak negara, termasuk Indonesia, 

memperkuat sistem pengamanan wilayah udara dengan mengintegrasikan lalu lintas 



udara sipil dan militer melalui skema Civil-Military Air Traffic Flow Management.6 

Kerentanan penerbangan sipil tidak terjadwal menjadi perhatian utama, mengingat 

tingginya risiko keamanan dan potensi pelanggaran oleh pesawat asing. Pemerintah 

Indonesia, melalui TNI AU dan Air Traffic Control (ATC), memiliki kewenangan untuk 

mendeteksi dan merespons pelanggaran wilayah udara, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2012. Apabila pesawat 

sipil asing tidak terjadwal terdeteksi memasuki wilayah udara tanpa izin, TNI AU 

berhak melakukan tindakan identifikasi di wilayah Air Defense Identification Zone 

(ADIZ), memberikan peringatan, dan jika perlu, melaksanakan pendaratan paksa 

(interception) sesuai dengan prosedur Pasal 3bis Konvensi Chicago 1944. 

Pasca interception, TNI AU melakukan penyelidikan awal sebelum menyerahkan 

kasus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 400 Undang-

Undang Penerbangan, PPNS bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa dokumen, 

melakukan pemanggilan, serta penyitaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. 

Proses ini dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait dan dilanjutkan 

hingga tahap pelimpahan kepada penuntut umum jika ditemukan cukup bukti. Sanksi 

terhadap pelanggaran wilayah udara dapat berupa pidana atau administratif. Pasal 

401 dan 402 Undang-Undang Penerbangan mengatur pidana penjara hingga 8 tahun 

dan/atau denda hingga Rp500 juta bagi pesawat yang melanggar kawasan terlarang 

atau terbatas.7 Selain itu, PP No. 4 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan 

No. 27 Tahun 2021 menetapkan sanksi administratif berupa denda hingga Rp5 miliar 

bagi pelanggaran izin penerbangan sipil asing tidak terjadwal, termasuk ketentuan 

flight approval, diplomatic clearance, dan security clearance. 

Sebagian besar kasus pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme administratif 

dan diplomatik, guna menghindari eskalasi konflik antarnegara. Kementerian Luar 

Negeri berperan dalam menjembatani komunikasi dengan negara asal pesawat 

pelanggar. Contoh konkret pelaksanaan prosedur ini dapat dilihat dalam insiden 

pesawat Ethiopian Airlines (Boeing 737 Eth3728) dan G-DVOR DA62, di mana 

                                                           
6 Chappy Hakim. Menata Ulang Penerbangan Nasional (Jakarta: Kompas, 2019), hal. 114. 
7 Junearti Ratu Saputri,dkk, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh 
Pesawat Udara Asing. ejournal Lex Administratum,2023, Vol 11, No 



Indonesia menindak tegas melalui pendaratan paksa dan pemeriksaan menyeluruh 

sebelum mengizinkan pesawat kembali ke negara asal disertai sanksi administratif. 

Apabila mekanisme domestik tidak memuaskan pihak negara pelanggar atau 

dilanggar, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke International Court of Justice (ICJ) 

setelah melalui mekanisme International Civil Aviation Organization (ICAO) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Konvensi Chicago. Sengketa akan diproses dalam 

tahap pengajuan, penetapan yurisdiksi, pemeriksaan bukti, pemberian keputusan, 

hingga implementasi. Putusan ICJ bersifat mengikat, dan apabila tidak dipatuhi, dapat 

diajukan ke Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut.8 

C. KESIMPULAN 

Ruang udara memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan 

mendukung aktivitas ekonomi negara. Konvensi Chicago 1944 menjadi dasar hukum 

internasional yang mengatur penerbangan sipil dan memberikan panduan standar 

keselamatan melalui ICAO. Indonesia telah mengadopsi ketentuan konvensi ini ke 

dalam hukum nasional, termasuk pengaturan wilayah udara terbatas dan sistem ADIZ. 

Namun, karena Konvensi Chicago tidak memiliki sanksi tegas, Indonesia menetapkan 

aturan nasional yang lebih kuat untuk melindungi ruang udaranya, khususnya dari 

penerbangan asing tidak terjadwal. Integrasi hukum internasional dan nasional 

menjadi kunci dalam pengelolaan ruang udara secara aman dan berdaulat. 

Penegakan hukum atas pelanggaran wilayah udara merupakan bagian penting 

dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah telah 

menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Penerbangan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018, untuk mengatur pengawasan, 

penindakan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh pesawat sipil asing 

tidak terjadwal. TNI AU dan ATC memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan 

mengintersepsi pelanggaran, yang kemudian dilanjutkan oleh PPNS melalui proses 

penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum nasional. Hanya saja, tidak 

semua pelanggaran berujung pada proses pidana. Dalam praktiknya, penyelesaian 

sering kali dilakukan melalui sanksi administratif atau jalur diplomasi. Meski Konvensi 

Chicago 1944 menjadi dasar hukum internasional yang mengatur penerbangan, 

                                                           
8 Julianto Jover Jotam Kalalo. Penyelesaian Sengketa Terhadapkasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of 
Justice) /Mahkamah Internasional. Jurisprudentie Vol 3 No. 2 Desember (2016) 



mekanisme penegakan di tingkat global masih terbatas. Pengajuan sengketa ke ICJ 

menjadi opsi terakhir jika penyelesaian tidak tercapai, meskipun hingga kini belum ada 

preseden kasus serupa. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum nasional dan 

kerja sama internasional menjadi kunci dalam melindungi kedaulatan ruang udara 

Indonesia. 
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